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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh keadilan dan kepercayaan 
pada pemerintah terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Metode dalam 
penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan 
yakni analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara uji parsial 
variabel keadilan berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai 
penggelapan pajak, Sedangkan variabel kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh 
signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Uji simultan 
menunjukan bahwa variabel keadilan dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh 
signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. 
Kata kunci: Keadilan, Kepercayaan pada pemerintah, Persepsi mahasiswa mengenai 
penggelapan pajak 
 
Astract: The purpose of this study was to determine the effect of justice and trust in 
government on student perceptions of tax evasion. The method in this study uses quantitative 
methods with the data analysis technique used, namely multiple linear regression analysis. 
The results of the study prove that in the partial test the justice variable has a significant effect 
on student perceptions of tax evasion, while the trust in government variable has no significant 
effect on student perceptions of tax evasion. The simultaneous test shows that the variables 
of justice and trust in government have a significant effect on student perceptions of tax 
evasion. 
Keywords: Justice, Trust in Government, Student Perceptions of Tax Evasion. 
 
PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara yang berkembang saat ini membutuhkan dana yang cukup 
besar demi membiayai segala kegiatan yang dilakukannya. Salah satu sumber pendapatan 
negara yang utama adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar 
negara. Oleh sebab itu penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan terus meningkat. 

Menurut Ermawati dan Delima (2016), pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh 
orang pribadi maupun badan kepada kas negara bersifat memaksa untuk mendanai belanja 
negara dan memenuhi kepentingan masyarakat dengan tidak mendapatkan kontraprestasi 
kembali secara langsung. Secara umum terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu 
official assessment system, self assessment system, dan with holding system (Monica and 
Arisman 2018). Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan sistem self assessment 
system dimana wajib pajak diberi kepercayaan menghitung sendiri besarnya pajak yang 
terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar 
pajak yang sudah seharusnya dibayar dan melaporkan ke kantor pajak sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang telah berlaku (Subarkah and Dewi 2017). 
Namun permasalahan yang sering terjadi ada beberapa perilaku dari wajib pajak yang 
melakukan penggelapan pajak untuk menghindari pajak.  
 Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tidakan pidana karena merupakan rekayasa 
subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara 
melawan hukum (unfaufully), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang 
melekat (inherent) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yudiriksi, 
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penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi yang melekat pula, serta mengundang sanksi 
pidana badan dan denda (Felicia and Erawati 2017). 
Fenomena kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi pada 
perusahaan Coca-Cola di Minahasa Utara. Hal ini diungkapkan dalam BeritaManado.com 
yang menjelaskan bahwa wakil rakyat Minahasa Utara (Minut) terus mendesak Bupati Minut 
untuk mencopot izin Coca-Cola karena dinilai telah merugikan negara. Perusahaan minuman 
tersebut terindikasi melakukan penggelapan pajak hingga nyaris Rp500 juta setahun. 
Perusahaan harusnya membayar pajak sekitar Rp55 juta pada bulan Oktober 2014 lalu, 
namun pihak perusahaan hanya membayar pajak sekitar Rp10-15 juta per bulan. Artinya ada 
selisi sekitar Rp40 juta setiap bulan yang tidak dibayar (https://beritamanado.com/coca-cola-
terindikasi-gelapkan-pajak/). 

Keadilan dalam hukum pajak adalah perlakuan yang sama kepada wajib pajak, yang 
tidak membedakan agama, aliran politik dan sebagainya (Listiari 2017). Jika apa yang mereka 
bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka wajib pajak akan patuh dalam 
membayar pajaknya. Tetapi jika mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang 
dikenakan tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka wajib pajak akan 
melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak (Fatimah dan Wardani, 2017). 

Kepercayaaan pada pemerintah merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat 
dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai 
yang berlaku (Purnamasari, Pratiwi, and Sukirman 2018). Ketika kepercayaan wajib pajak 
kepada pemerintah berada pada titik minimum maka wajib pajak akan cenderung untuk 
melakukan penggelapan pajak (Hasanah and Dian Widiyati 2021). Sebaliknya apabila pajak 
yang dibayarkan kepada kas negara dipergunakan pemerintah untuk keperluan negara, maka 
Wajib Pajak akan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah sehingga penggelapan 
pajak dianggap tidak etis oleh Wajib Pajak (Marsanandya Purna Kusumasari 2019). 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, 1) apakah keadilan berpengaruh terhadap 
persepsi mahasiswa melakukan penggelapan pajak, dan 2) apakah kepercayaan pada 
pemerintah berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis tentang pengaruh 
keadilan dan kepercayaan pada pemerintah terhadap persepsi mahasiswa mengenai 
penggelapan pajak. 

 
KAJIAN TEORI 
Keadilan 
 Pengertian keadilan merupakan pengertian yang sangat luas dan pelik. Dalam 
hubungan ini dikemukakan pengertian secara khusus, yaitu pengertian keadilan dalam hukum 
pajak. Salah satu sendi keadilan dalam hukum pajak adalah perlakuan yang sama kepada 
wajib pajak, yang tidak membedakan agama, aliran politik dan sebagainya (Listiari 2017). 
Sistem pemungutan pajak yang adil akan memberikan dampak pada kelancaran dalam 
membayar pajak sehingga tidak akan ada perlawanan pajak seperti melakukan penggelapan 
pajak (Sari, Samsiah, and Azhari 2023). Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk 
mengukur keadilan pajak yang dibebankan kepada masyarakat menurut (Rosdiana, 2008:18) 
yaitu: 1) Prinsip Manfaat (Benefit Principle), wajib pajak harus membayar pajak sejalan 
dengan manfaat yang dinikmatinya yang disediakan oleh pemerintah. 2) Kemampuan 
Membayar (Ability To Pay Principle), pajak dibedakan kepada Wajib Pajak atas dasar 
kemampuan membayar dan penghasilannya. 
 
Kepercayaan Pada Pemerintah 
 Kepercayaaan pada pemerintah merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat 
dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai 
yang berlaku (Purnamasari et al. 2018). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2022) 
kepercayaan didefinisikan sebagai sesuatu yang dipercayai, harapan dan keyakinan (akan 

https://beritamanado.com/coca-cola-terindikasi-gelapkan-pajak/
https://beritamanado.com/coca-cola-terindikasi-gelapkan-pajak/
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kejujuran, kebaikan dan sebagainya). Negara  harus mendapatkan kepercayaan dari 
warganya untuk meningkatkan etika pajak yang berarti memenuhi kewajiban perpajakannya 
dan dapat mengatasi tindakan penggelapan pajak, dengan mengalokasikan sumber dayanya 
secara efisien dan dengan mempromosikan transparansi publik (Drogalas et al. 2018). 
 Indikator Kepercayaan Pada Pemerintah menurut Bahari (2016) dalam penelitian 
(Marsanandya Purna Kusumasari 2019) yaitu:  1) Komitmen pemerintah, 2) Tujuan 
pemerintah 3) Kejujuran pemerintah, dan 4) Tindakan pemerintah 
 
Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 
 Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tidakan pidana karena merupakan rekayasa 
subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara 
melawan hukum (unfaufully), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang 
melekat (inherent) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yudiriksi 
penggelapan pajakmempunyai risiko terdeteksi yang melekat pula, serta mengundang sanksi 
pidana badan dan denda (Felicia and Erawati 2017). Salah satu contoh penggelapan pajak 
yang sering ditemukan adalah wajib pajak yang tidak melaporkan sebagian atau seluruh 
penghasilannya ke dalam SPT, membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan 
pengurangan dalam penghasilan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, serta 
memperbesar biaya dengan cara yang fiktif (Online-pajak.com/tentang-pajak) 
 Indikator persepsi penggelapan pajak menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2012) dalam 
penelitian (Marsanandya Purna Kusumasari 2019) yaitu: 1) Penerapan tarif pajak dan 
pentingnya kerjasama yang baik antara fiskus dan Wajib Pajak. 2) Penggelapan pajak 
dianggap beretika karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat 
peluang terhadap Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak. 3) Integritas atau 
mentalitas aparatur perpajak atau fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk. 
 
Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ini menggambarkan alur hubungan antara variabel independen 
yaitu Keadilan (X1) dan Kepercayaan Pada Pemerintah (X2) terhadap variabel dependen 
yaitu Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Y) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

 
METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian 
kuantitatif menurut Sugiyono (Sugiyono 2017), dapat diartikan sebagai “metode penelitian 
yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 
tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.  

Objek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, Universitas Negeri Manado. 

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 
Negeri Manado dengan jumlah populasi yang tidak diketahui pasti. Tidak semua populasi 
akan menjadi objek penelitian, sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel. Dalam 
penelitian ini untuk menentukan sampel, peneliti menggunakan metode purposive sampling. 

Keadilan (X1) 
Persepsi Mahasiswa 

Mengenai Penggelapan 

Pajak (Y) 
Kepercayaan Pada 

Pemerintah (X2) 
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Rumus lameshow digunakan dalam penelitian ini untuk mempermudah pengambilan jumlah 
sampel, jika jumlah populasi tidak diketahui. Berikut di bawah ini adalah rumus lameshow: 
  
 
 
 
 
Keterangan:  
n = Jumlah Sampel 
z = Nilai Standart = 1.96 
p = Maksimal Estimasi = 50% = 0.5 
d = alpha (0,10) atau sampling error = 10%  
 Dari rumus tersebut diperoleh jumlah sampel dari populasi yang tidak diketahui sebagai 
berikut:  
 

𝑛 =
0,5 (1−0,5)(1,962) 

(0,1)²
 

𝑛 =
0,9604

0,01
 

𝑛 = 96,04 = 96 orang 
  

Dari perhitungan rumus lameshow di atas terdapat 96 orang sebagai responden, 
namun peneliti membulatkannya menjadi 100 orang. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari: metode wawancara, 
metode angket (kuesioner) dan metode dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini 
yaitu, uji validitas dan reliabilitas, analisis statistik deskriptif, uji asumsiklasik yang terbagi: 1) 
uji formalitas, 2) uji multikolinieritas, 3) uji heteroskedastisitas, dan 4) uji otokorelasi, analisis 
regresi linier berganda, dan analisis uji hipotesis yang terbagi atas: a) uji simultan (uji f) dan 
b) uji parsial (uji t). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak 

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa Keadilan berpengaruh 
signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai signifikansi variabel Keadilan (X1) terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai 
Penggelapan Pajak (Y) sebesar 0,000 < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H1) 
yang menyatakan bahwa Keadilan berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa 
Mengenai Penggelapan Pajak di terima. Variabel keadilan turut menentukan persepsi 
mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan 
oleh wajib pajak maka persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak akan semakin 
rendah, artinya mahasiswa menganggap bahwa tindakan penggelapan pajak adalah perilaku 
yang tidak etis.  

Hasil dalam penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria and 
Djoko Wahyudi (Fitria and Wahyudi 2022), Putri and Mahmudah (Putri and Mahmudah 2020) 
dan Faradiza (Faradiza 2018), yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh signifikan 
terhadap persepsi penggelapan pajak. Sebaliknya hasil dalam penelitian ini tidak mendukung 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Christina and Ngadiman (Christina and Ngadiman 2022), 
Monica and Arisman (Monica and Arisman 2018).  
Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai 
Penggelapan Pajak 

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa Kepercayaan Pada 
Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Hal ini dapat 

𝑛 =
𝑍² 1−𝛼 /2 𝑃 (1−𝑃) 

𝑑²
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dilihat dari nilai signifikansi variabel Kepercayaan Pada Pemerintah (X2) terhadap Persepsi 
Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Y) sebesar 0,431 > 0,05. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis (H1) yang menyatakan bahwa Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh 
signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak di tolak.  

Kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh signifikan artinya persepsi 
mahasiswa mengganggap bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak menjamin wajib pajak 
melakukan tindakan penggelapan pajak. Penggelapan pajak yang dilakukan, lebih banyak 
disebabkan karena masalah moral. Moral seseorang sangat mempengaruhi kepatuhan pajak 
untuk berperilaku patuh atau akan melakukan penggelapan pajak. Terlepas dari kepercayaan 
wajib pajak terhadap pemerintah, jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak tidak adil maka 
mereka akan cenderung untuk melakukan penggelapan pajak. Kepercayaan kepada 
pemerintah tidak akan cukup mencegah penggelapan pajak jika sanksi hukumnya lemah dan 
atau penegakan hukumnya tidak efektif. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ambari 2022) 
dan Wardani et al. (Wardani et al. 2022), sebaliknya hasil penelitian ini tidak mendukung hasil 
yang dilakukan oleh Hasanah and Dian Widiyati (Hasanah and Dian Widiyati 2021) dan Idris 
(Idris 2019).  
 
KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat 
diberikan peneliti dalam penelitian ini yaitu secara uji parsial variabel Keadilan (X1) 
berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak namun, 
pada variabel Kepercayaan Pada Pemerintah (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. Kemudian pada uji simultan variabel 
Keadilan (X1) dan Kepercayaan Pada Pemerintah (X2) secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak.  
Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu terbatas usulan model penelitian, terbatas pada 
variabel sementara faktanya masih terdapat banyak faktor lain yang juga dapat berpengaruh 
terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan 
menggunakan variabel independen lain agar hasil penelitian yang dilakukan lebih maksimal, 
serta menambah sempel penelitian agar lebih banyak, sehingga hasil penelitian lebih akurat.  
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